BUPATI LAHAT

PROVINSI SUM.ATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR 31 TAHl‘l!N 2019 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENPAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2020 ¢

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

l
BUPAT| LAHAT,

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Rl

Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desja Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka
Penanganan Paﬁdemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Menghadap| Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomlan I'\lasmnal dan Keputusan Bersama Menteri
Dalam Negeri dqn Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan
Nomor 177/KM}_’<.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian
Anggaran Penda’patan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam
Rangké Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian
Nasional perlu dilakukan refocusing kegiatan dan realokasi

anggaran pada APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lahat Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bypati Lahat Nomor 31 tahun

|
2019 Tentang Pfanjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Angg‘aran 2020

i f._
| t 2o

Mengingat.....

Dipindai dengan CamScanner



Mengingat

I

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkalt Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Neg:ara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73
Tambahan Lem%)aran Negara RI Nomor 1821) ;

; Undang-Undand Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan

I :
Bangunan (Lenwbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

|
Nomor 3312) 1sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaragn Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomar 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lemb'aran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

.Undahg-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahup 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indongsia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lemb;aran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

|
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7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

| | ,
Perencanaan fembangunan Nasional (Lembaran Negara

Repuiglik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lemb%ran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undalpg-Undand Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lemparan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

\ .
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

M.

Daergh (LembTran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) s’ bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2017
tentang Pemerjntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengflolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntasi Pemefintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);
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|
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lejembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomorj4575);

l
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuaﬁgan Daerah (Lembaran Negara Republik
| |
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

‘ |
Negara Republik [ndonesia Nomor 4576);

15.Peraturan Pemegintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan Dan Penerapan Standar, Pelayanan Minimal
(Lembaran Negalra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

J |
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kjnerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembar|an Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

19. Peratu(an Pemermtah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerai'!: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor; 73, TamFahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun 2020;

Cy

23.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan

penanganan Corona Virus Diseas (Covid-19);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari ,Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menter'i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketigz:z Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosia ya;zng bersumber dari APBD:;
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|
26. Peraturan Menteril’ Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyustnan APBD Tahun Anggaran 2020;

217. Peraturan Menteri: Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
|
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di

Lingkungan Peme:rintah Daerah;
|
| |
28. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Trapsfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun

Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona

9 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman

Virus Disease ZOT
(Lembaran

Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Daerah Kabupatef\ Lahat Tahun 2012 Nomor 10); S

29. Keputusan Berséma Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor’ 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020
tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah |Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan

| f
Daya Beli Masyargkat dan Perekonomian Nasional;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008

tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana ftelah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lahati Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011
tentangJ Pajak Dgerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Tahun %011 Nomor 03);
32. Peraturan Daera Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011
tentang Retribusi|Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Tahun 2011 Nomor 04);
| 1.
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33.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 05 Tahun 2014
tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat kepada
Bank Sumsel Babel Cabang Lahat (Lembaran Daerah

Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 5);

34.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 6 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lahat Tahun Anggaran 2020.

35.Peraturan Bupati Lahat Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 09 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 31
Tahun 2019 teﬁtang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUP/\'TI LAHAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS F’ERATURAN| BUPATI LAHAT NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG PENJA$ARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH ‘TAHUN ANGGARAN 2020.

|

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapa[tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
terdiri dari ;

1. Pendapatan Daerah J’

a. Semula ! : |
| ‘| Rp 1.946.162.778.00400

b. Berkurang | :
: | Rp (269.605.936.509.00)

1676.556.841.49500 7~

Jumlah Pendapatan sét
elah
perubahan i §
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2. Belanja Daerah

4

a. Semula Rp 2.042.838.726.704,00
b. Berkurang ERp (366.281.885.209,00) .-
!
Jumlah  Belanja  setelah  [Rp 1.676.556.841.495,00
perubahan )
|
Defisit setelah perubahan Rp (00,00)
3. Pembiayaan Daerah |
a) Penerimaan Pembiayaan I
1.Semula Rp  97.675.948.700,00
2.Berkurang Rp  (97.675.948.700,00)
Jumlah Penerimaan Rp 00,00
Pembiayaan setelah
perubahan
b) Pengeluaran Pembiayaan
1.Semula Rp 1.000.000.000,00
2.Berkurang ; IRp (1.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Rp 00,00
Pembiayaan setelah
perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 00,00
setelah perubahan |
;
Sisa lebih pembiayaan  |Rp 00,00
anggaran setelah
perubahan
Pasal 2
Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati
ini.
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Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memefintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lahat
Pada Tanggal 23 April 2020
| ,fBUPATI LAHAT,

f

|

| gr CIK UJANG /
|

Diundangkan di Lahat |

Pada Tanggal 23 April 2020
SEKXRETARIS DAERAH KABUPATEN LA_:HAT,

{/ | |
{ |

{ |

] 1

] |

|

| |

JANUARSYAH

f
|
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